
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1094, 2013 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN. 
Kode Etik. Pegawai Negeri Sipil. Pembinaan. 

 
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

NOMOR  4  TAHUN 2013 
TENTANG 

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Badan 
Nasional Pengelola Perbatasan yang tertib, akuntabel, 
berwibawa, transparan, dan berintegritas serta 
menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, 
perlu kode etik pegawai negeri sipil  dalam 
menjalankan tugas; 

b. bahwa ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps 
dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan 
pengaturan kode etik Pegawai Negeri Sipil;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional 
Pengelola Perbatasan tentang Kode Etik Pegawai Negeri 
Sipil Di Lingkungan Badan Nasional Pengelola 
Perbatasan; 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2013, No.1094 2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang 
Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4925); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang 
Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5055); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4449); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Badan Nasional Pengelola Perbatasan; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA 

PERBATASAN TENTANG KODE ETIK  PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA 
PERBATASAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai 
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di 
Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.  

2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau 
pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. 

3. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Kode Etik 
PNS, adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai 
Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup 
sehari-hari. 

4. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut 
Majelis Kode Etik PNS, adalah lembaga non struktural pada Badan 
Nasional Pengelola Perbatasan yang bertugas melakukan penegakan 
pelaksanaan dan menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik PNS yang 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.  

5. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut 
Pelanggaran Kode Etik PNS, adalah segala bentuk ucapan, tulisan 
atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-
butir jiwa korps dan Kode Etik PNS. 

BAB II 
PRINSIP 

Pasal 2 
(1) Prinsip Kode Etik PNS mendasarkan pada Panca Prasetya Korps 

Pegawai Republik Indonesia.  
(2) Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta 
memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara; 

c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas 
kepentingan pribadi dan/atau golongan; 

d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta 
kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia; dan 

e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan 
kesejahteraan dan profesionalisme.  

Pasal 3 
Prinsip Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 
sumber nilai dan inspirasi bagi PNS dalam melaksanakan tugas dan 
berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 

BAB III 
KODE ETIK PNS 

Pasal 4 

Kode etik PNS meliputi: 
a. etika dalam bernegara; 
b. etika dalam berorganisasi; 

c. etika dalam bermasyarakat; 
d. etika terhadap diri sendiri; dan 

e. etika terhadap sesama PNS. 

Pasal 5 
Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 
meliputi: 
a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan 

sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
b. menjunjung tinggi harkat dan martabat Bangsa dan Negara; 

c. turut serta memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia;    
d. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar suku dan umat  

beragama;  
e. memberikan dukungan kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia dalam 

meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri; 
f. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan 

kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 
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g. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, untuk 
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam 
melaksanakan tugas; 

i. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara 
efesien dan efektif; 

j. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dengan 
mengutamakan kepentingan Rakyat dan Bangsa Indonesia;  

k. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang 
bermacam-macam suku dan adat istiadat; dan 

l. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. 
Pasal 6 

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, 
meliputi: 
a. menjunjung tinggi organisasi dan menempatkan kepentingan 

organisasi di atas kepentingan pribadi dan/ atau golongan; 

b. mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak disiplin berdasarkan 
peraturan perundang-undangan; 

c. setiap atasan memberikan perintah sesuai peraturan perundang-
undangan; 

d. melaksanakan perintah kedinasan dengan tidak melampaui batas 
kewenangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas kepada atasan; 

e. mempunyai sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, 
ketulusan, dan kewibawaan dalam melaksanakan tugas; 

f. memakai seragam dengan atribut lengkap dalam menjalankan tugas; 
g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat 

rahasia kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;  

h. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan;  

i. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam 
menjalankan tugas; 

j. membangun dan mengembangkan sikap toleran, bertanggung jawab 
dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat 
diantara sesama PNS dan pihak lainnya; 
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